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ABSTRAK :  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan 
Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan telah ditetapkan 
sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
berdasarkan usulan Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor PR.305/1/10 PHB 2009 telah 
dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, 
TLN No.4355), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No.4502), Keppres RI 56/P Tahun 
2010. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu 
Pelayaran pada Kementerian Perhubungan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh 
Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada 
Kementerian Perhubungan. Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan 
Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Tarif layanan Badan Layanan 
Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian 
Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan berdasarkan kontrak 
antara Direktur Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada 
Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa. Terhadap peserta Warga Negara Asing 
diberikan tarif layanan Diklat Keahlian sebesar 175% (seratus tujuh puluh lima persen) dari tarif 
Diklat Keahlian Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu 
Pelayaran pada Kementerian Perhubungan. Terhadap peserta Warga Negara Asing diberikan 
tarif layanan Diklat Keterampilan (Proficiency) sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari 
tarif Diklat Keterampilan (Proficiency) Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran 
dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan. Dalam rangka pemberian jasa 
layanan Diklat Keahlian dan/atau Diklat Keterampilan (Proficiency), Badan Layanan Umum Balai 
Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan 
dapat melakukan pengembangan/penambahan pemberian jasa layanan sesuai dengan 
kebutuhan pihak pengguna jasa yang ditetapkan berdasarkan kontrak antara Direktur Balai 
Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan 
dengan pihak pengguna jasa. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2010 dan diundangkan pada tanggal 13 
Juli 2010. 

  - Lampiran halaman 1. 

 


